BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik

suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan Kepala KUA Kecamatan Ngetos menolak permohonan wali hakim
dari Lusiana adalah sebagai berikut :

a. Karena masafatul qgasri dengan jarak 92,5 km, merupakan konsep
klasik yang memberikan keterangan bahwa jarak tersebut sangat
jauh. Berbeda dengan zaman sekarang, jarak 92,5 km tidak
merupakan jarak yang jauh, melihat dengan adanya alat tranportasi
baik darat maupun udara, yang jika diperkiarakan hanya bisa di
tempuh dengan jarak tempuh sekitar satu jam.

b. Adanya kemadharatan, karena kepala KUA Ngetos memiliki sebuah
sikap kehati-hati, bahwasanya Kepala KUA Ngetos harus terlebih
dahulu mengetahui latar belakang tidak bisa dihadirkannya wali
nasab dalam pernikahan Lusiana.

2. Dalam hukum Islam konteks tentang wali hakim karena masafatul qasri
bisa terjadi apabila wali nasab terdekat bepergian dalam jarak dua
marhalah (qasar) atau lebih jauh dan tidak ada status kematiannya serta
tidak ada wakilnya yang hadir dalam menikahkan perempuan dibawah

perwaliannya maka Sultan (wali hakim) dapat menikahkan perempuan
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itu. Bukan wali jauh walaupun kepergiannya lama dan tidak diketahui
tempat dan hidupnya. Hal itu karena tetapnya status kewalian wali yang
sedang pergi. Namun yang lebih utama meminta ijin pada wali jauh untuk
keluar dari khilafulama.
Mengenai masalah kemadharatan dalam hal kehati-hati penulis tidak
setuju dengan argumen Bapak Agus, penulis juga tidak sependapat
dengan alasan yang dikemukakan oleh Bapak Agus, semestinya bapak
agus tidak perlu khawatir terhadap hal tersebut, meskipun adanya
madharat, akan tetapi hukum yang berlaku di Indonesia sudah demikian
adanya. Apabila suatu saat nanti terjadi gugatan, maka pihak dari KUA
menjelaskan kronologi yang sebenarnya terjadi dan yang menanggung
resiko adalah yang bersangkutan (Lusiana) karena telah berbohong di
hadapan Pegawai Pencatat Nikah.
B. Saran
Dalam memahami masalah masafatul qgasri dalam wali nikah ini,
seharusnya sebagai seorang kepala KUA untuk memutuskan suatu ketetapan
tidak hanya mengedepankan argumennya dalam memahami hukum yang
berlaku pada zaman sekarang, akan tetapi harus mempertimbangkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku disamping memperhatikan mengenai

madharat dan sikap kehati-hati.



